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ABSTRAK 

  
PUTRI NIRMANSYAH, 2024. Kinerja Keuangan Sektor Publik Pada Dinas 

Sosial  Kabupaten Sinjai 2020-2022 Skripsi. Jurusan Manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh 

Dr. Muh Rum dan Alamsjah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan 

Pada Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sinjai tahun 2020-2022 Menggunakan 

Konsep Value For Money. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan 

dokumentasi. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis 

deskripsi kuantitatif. Pendekatan value for money dilihat dari tiga aspek yaitu 

tingkat ekonomis, tingkat efisien dan tingkat efektivitas.Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan pada kegiatan program kerja Dinas Sosial 

Kabupaten Sinjai 2020-2022 ditinjau dari tingkat ekonomi masuk dalam kategori 

ekonomis. Ditinjau dari tingkat efisiensi adalah bervariasi yakni efisien dan cukup 

efisien. Ditinjau dari tingkat efektivitas masuk dalam kategori efektif dan cukup 

efektif. 

 

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas, Value For 

Money 
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ABSTRACT 

  
 PUTRI NIRMANSYAH, 2024. Public Sector Financial Performance at the 

Sinjai Regency Social Service 2020-2022 Thesis. Department of 

Management, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah 

University of Makassar. Supervised by Dr. Muh Rum and Alamsjah. 

The purpose of this study is to determine the Financial Performance of the 

Sinjai Regency Social Service Activities in 2020-2022 Using the Value For Money 

Concept. The type of research used is descriptive research. Data collection 

techniques used in the form of interviews and documentation. The analysis 

method in this study is a quantitative description analysis method. The value for 

money approach is seen from three aspects, namely the economic level, the 

efficient level and the effectiveness level. The results of this study indicate that 

the financial performance of the Sinjai Regency Social Service work program 

activities in 2020-2022 in terms of the economic level is included in the economic 

category. In terms of efficiency, it varies, namely efficient and quite efficient. In 

terms of effectiveness, it is included in the effective and quite effective categories. 

 

Palabras clave: Desempeño Financiero, Economía, Eficiencia, Eficacia, 

Valor Por Dinero 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin 

tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi 

publik. Masyarakat yang semakin cerdas juga kritis juga menuntut 

dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik lembaga-lembaga 

sektor publik. Tuntutan yang dilakukan masyarakat ini sesuai dengan 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar 

bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan good 

governance, yaitu pemerintahan yang bersih untuk meningkatkan 

kebutuhan masyarakat kepada negara yang telah menerima amanat dari       

rakyat. 

Kinerja sektor pablik masih menurun dari segi  pandangan 

masyarakat utamanya dalam hal layanan publik. Kinerja tersebut 

diakibatkan oleh kurang terampilnya para aparatur dan  kurangnya sarana 

prasarana yang  mendukung layanan. Untuk meningkatkan layanan 

terbaik sebaiknya para aparatur dan pemerintah diminta untuk  

memberikan sarana yang lebih baik,kemudian melengkapi fasilitas 

supaya lancar dalam melakukan pelayanan.   Kinerja layanan sektor 

publik yang baik dapat ditentukan oleh sarana prasarana yang memadai 

dan keterampilan para aparatur (Zhakya,2023). Maka dari itu Sektor 

publik yang berkinerja yang mampu  memberikan layanan lebih baik  

kepada masyarakat. Dengan memberikan program-program yang bisa 
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dimanfaatkan oleh masyarakat dengan tujuan supaya terpenuhinya 

kebutuhan materi, spritual, dan sosial supaya hidup layak dan mampu 

mengembangkan dirinya ditengah-tengah masyarakat yang semakin 

kompleks dengan perkembangan zaman. 

Karena dinas sosial yang  merupakan salah satu sektor publik yang 

memberikan layanan sosial utamanya dalam bencana dan kemanusiaan 

lainnya berdasarkan undang-undang no 11 tahun 2009 pasal 1 

kesejahteraan sosial adalah “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” 

Selain itu Pemerintah juga mengadakan penyelenggaran kesejahteraan 

sosial yang mana upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang 

dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam bentuk pelayanan guna 

memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi 

rehabilitasi sosial, jaminan sosial pemberdayaan sosial, dan perlindungan 

sosial. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem pengukuran kinerja sektor publik 

yang “bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian 

strategi”. 

Sektor publik yang berkinerja dapat lebih mampu untuk menyiapkan 

dana dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Kinerja yang dimiliki 

oleh sektor publik juga berujung pada akuntabilitas keuangan yang lebih 

baik. Akuntabilitas bukan sekedar menunjukkan bagaimana anggaran 

dibelanjakan, tetapi meliputi harapan masyarakat yang dilayani. Tinggi 

atau rendahnya kinerja pelayanan publik oleh para pegawai pada suatu 

organisasi publik sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh berbagai 
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faktor,diantaranya faktor: kemampuan kerja pegawai, keterampilan kerja 

pegawai,semangat kerja pegawai,dan disiplin kerja. Jadi jika terdapat 

tingginya kemampuan kerja pegawai, keterampilan kerja pegawai, 

semangat kerja dan disiplin kerja pegawai, maka akan terjadi tingginya 

tingkat kinerja pelayanan publik yang dicapai pegawai pada suatu 

organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika terdapat kinerja pelayanan 

publik oleh para pegawai berada dalam posisi yang rendah, maka faktor-

faktor yang perlu ditelusuri dalam hal ini adalah kemampuan kerja 

pegawai, keterampilan kerja pegawai, semangat kerja pegawai, dan 

disiplin kerja pegawai. Kinerja sangat penting dalam membawa 

perusahaan kearah yang lebih baik (Sari et al., 2023). 

Kinerja keuangan sektor publik adalah salah satu isu yang menarik 

untuk dikaji karena keuangan dalam sektor publik diharapkan lebih efisien 

dalam pengelolaan keuangan negara.  termasuk pemerintahan. Sejak 

diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua  pemerintah daerah 

dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah 

daerahnya secara baik. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa 

yang yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka 

kinerjanya tidak efektif (Wahidah et al., 2020). Dalam konteks kinerja 

keuangan sektor publik dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan 

pemerintah daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk menggali 

dan mengelolah sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi 

kebutuhan guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, 

pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya.  
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Sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja pada keuangan 

sektor publik, semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu 

menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik. 

Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya belanja daerah, pendapatan daerah yang diperoleh baik dari 

daerahnya sendiri maupun bantuan dari pemerintah pusat yang 

digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah (Sugiharti & 

Hariani, 2021). Dengan demikian Semakin meningkatnya tuntutan 

pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor  publik seperti 

pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan 

lembaga negara diharapkan dapat mengurangi terjadinya 

pemberosan,kebocoran dana dan mendeteksi program-program yang 

tidak layak secara ekonomi.    

Dinas sosial kabupaten Sinjai merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah 

sebagaimana dipimpin oleh  Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang 

tugas pokok, fungsi uaraian tugas dan tata kerja Dinas Sosial. Untuk 

melaksanakan tugasnya Dinas Sosial mempunyai funsi sebagai 

pelaksanaan perumusan kebijakan bidang sosial, pelaksanaan evaluasi 

pelaporan bidang sosial, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Dinas Sosial 

dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar tugas yang dibebannkannya 

dapat terlaksana dengan baik. 
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Penelitian terdahulu mengenai Analisis Kinerja Keuangan Sektor 

Publik memiliki hasil yang bervariasi. Penelitian (Mariasari & Sunaningsih, 

2021) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten 

Magelang Periode 2018-2020 mengungkapkan bahwa kinerja keuangan 

pemerintah Kabupaten Magelang sudah efektif dalam pencapaian 

pendapatan asli daerahnya, dengan rata-rata efektiftisifas 102,76 %. 

Belanja daerah dikelola secara efisien, dengan proposi rata-rata 75,65%. 

Rata-rata rasio biaya operasional sejumlah 78,92% dan rasio belanja 

modal sejumlah 19,75% merepresentasikan pada hakikatnya Pemerintah 

Kabupaten Magelang lebih mengutamakan pembiayaan biaya 

operasional daripada belanja modal. 

 (Endang Purwanti, 2021) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah kota salatiga dilihat dari 

Rasio Efektivitas PAD dapat dikategorikan tidak efektif, karena rata-rata 

efektivitasnya sebesar 85,22%, Rasio Efisiensi keuangan daerah 

tergolong efisien karena jumlah rata-rata rasio ini sebesar 96,61%, Rasio 

keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Salatiga 

mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja 

operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 77,88% dibandingkan dengan rata-

rata belanja modal sebesar 22,92%, Rasio pertumbuhan pada tahun 2018 

mengalami pertumbuhan yang negatif, karena tingginya jumlah 

pendapatan. PAD dan belanja operasi tapi diikuti rendahnya jumlah 

belanja model, Rasio kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong 
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rendah dan dalam kategori pola hubungan konsultatif karena rata-rata 

rasionya sebesar 27,64%. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik dengan judul 

“Kinerja Keuangan Sektor Publik Pada Dinas Sosial Kabupaten Sinjai 2020-

2022”  

B. Rumusan Masalah 
 

Apakah kinerja Keuangan sektor publik yang diukur dengan proxy 

nilai ekonomis, nilai efisiensi, dan nilai efektifitas pada Dinas Sosial  

Kabupaten Sinjai mengalami pertumbuhan tahun 2020-2022? 

C. Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui kinerja Keuangan sektor publik dinas sosial  

kabupaten sinjai mengalami pertumbuhan tahun 2020-2022 

D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat Teoritis 

dalam peningkatan Kinerja sektor publik Dinas sosial Kabupaten 

Sinjai. 

2. Manfaat Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat  memberikan kontribusi bagi 

pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial dan peningkatan 

pelayanan bagi masyarakat. 

 

3. Manfaat Metodologis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

metodologis bagi peneliti yang akan mengkaji kinerja keuangan sektor 

publik  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Organisasi Sektor Publik 

a. Defenisi Organisasi Sektor Publik 

Organisasi sektor publik merupakan teori organisasi, oleh 

karena itu untuk memahami organisasi sektor publik dapat ditinjau 

dari sudut pandang teori organisasi. Organisasi sektor publik 

memiliki sifat dan karakteristik yang unik dan berbeda dengan 

organisasi komersial. Salah satu ciri dari organisasi ini adalah 

tujuan yang ingin dicapai. Organisasi sektor publik memiliki tujuan 

memberikan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat 

(Hendawati et al., 2017). 

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur 

organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya 

yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan 

demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi, 

berkenaan dengan kesesuaian organsiasi yang birokrasi yang 

menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. 

Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic 

fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi 

menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas 

implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja 

sama antara lembaga-lembaga negara dan pemerintah. Kebijakan 

yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak 

organisasi, birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus 
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dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan dengan 

melakukan koordinasi yang baik (Talumewo et al., 2020). 

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa 

organisasi sektor publik merupakan salah satu wadah yang 

menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas 

umum pemerintah dan korporasi yang baik serta untuk memberi 

perlindungan bagi setiap warga negara dan pendudukan dari 

penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik, di landasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya. 

b.  Tujuan Organisasi Sektor Publik 

Menurut (Talumewo et al., 2020) tujuan organisasi 

meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua 

program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misi 

lembaganya. Pendirian organisasi sektor publik bertujuan secara 

optomal bagi peningkatan: 

1) Kesejahteraan Rakyat,Karena pada hakekatnya pelayanan 

publik merupakan infrastruktur bagi setiap warga negara untuk 

mencapai suatu kesejahteraan. 

2) Budaya dan kualitas aparat pemerintah untuk menjadi abdi 

negara dan masyarakat, bukan sebagai  penguasa terhadap 

negara dan masyarakatnya. 

3) Kualitas pelayanan umum atau publik di berbagai bidang 

pemerintaha umum dan pembangunan terutama pada unit-unit 

kerja pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat 
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diharapkan akan mendapatkan perilaku pelayanan yang lebih 

cepat, tepat, murah, dan memuaskan. 

c.  Karakteristik Organisasi Sektor Publik 

Karakteristik organisasi sektor publik menurut (Talumewo 

et al., 2020) adalah sebagai berikut :  

1) Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak 

mengharapkan pembayaran kembalin atau manfaat ekonomi 

yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. 

2) Menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk 

laba, dan jika suatu entitas menghasilkan laba, maka 

jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri ataupun 

pemilik entitas tersebut. 

3) Tidak ada kepemelikan seperti lazimnyz pada organoisasi 

bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba 

tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau 

kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian 

sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran 

entitas.   

2. Konsep Pengukuran  Kinerja Keuangan 

a. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk 

mengetahui perkembangan instansi dalam mengelola keuangan 

sesuai aturan yang baik dan benar. Dalam mencapai tujuan perlu 

melakukan analisis terhadap kinerja keuangan untuk mengetahui 

langkah-langkah yang akan dilakukan dalam perbaikan kinerja. 
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Penilaian kualitas kinerja dapat dilihat dari penggunaan anggaran 

dalam laporan keuangan (Mustofa et al., 2022). 

Kinerja keuangan disajikan dalam laporan keuangan sebagai 

bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang 

menggunakan anggaran. Penerapan kinerja keuangan yang 

bernilai transparan dan akuntabilitas diharapkan mampu 

mengurangi kebocoran dana, pemborosan, dan menemukan 

kegiatan yang tidak pantas dilakukan secara ekonomis (Ardilla & 

Putri, 2015). 

b. Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan  

Menurut (Syaharman, 2021) terdapat beberapa manfaat 

pengukuran kinerja keuangan, diantaranya:  

 Mengetahui posisi keuangan dan hasil kinerja yang dicapai 

selama beberapa periode. 

 Mengetahui kekuatan dan kelemahan instansi dalam 

menjalankan kegiatan.  

 Digunakan sebagai pembanding terhadap hasil yang telah 

dicapai. 

 Mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam mencapai 

sasaran dan tujuan. 

 Mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan 

di masa mendatang. 

c. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

Menurut (Aisyiah et al., 2013)pengukuran kinerja 

keuangan  mempunyai tujuan sebagai berikut : 
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 Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan 

perusahaa untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang 

harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi keuangannya pada saat ditagih. 

 Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi baik kewajiban keuangan 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

 Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu 

 menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba selama periode tertentu. 

3. Value For Money 

a. Konsep Value For Money 

Value For Money merupakan sebuah konsep dalam 

pengukuran kinerja. Value For Money yaitu indikator kinerja 

sebuah sektor publik yang memberikan informasi apakah 

anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai 

tertentu bagi masyarakatnya. 

Value For Money adalah pengukuran kinerja sektor publik 

mengandung aspek ekonomis, efisensi,dan efektivitas yang saling 

berkaitan. Value For Money mengandung arti sebagai 

penghargaan terhadap nilai uang, dan setiap rupiah harus 

digunakan sebagaimana mestinya. Penerapan konsep Value For 

Money harus seimbang dengan kinerja keuangan dan kinerja non 

keuangan, yaitu antara hasil dan proses (Ardilla & Putri, 2015) 



13  

  
 

Setiap sektor publik diharapkan mampu mempertanggung 

jawabkan kegiatan sesuai dengan konsep Value For Money, yaitu 

ekonomis dalam mengalokasikan sumber daya, efesiensi dalam 

mencapai output yang maksimal dengan sumber daya yang 

minim, serta efektivitas dalam mencapai tujuan. 

b. Indikator Value For Money 

Menurut (Syaharman, 2021)dalam penerapan konsep 

value for money perlu diketahui mengenai beberapa bagian yang 

nantinya akan digunakan dan ditentukan dalam pengukuran, yaitu 

seperti input yang dinyatakan dalam bentuk nilai uang. 

Pengukuran input dilakukan dengan membandingkan input berupa 

kas dan input yang direalisasikan. 

Kemudian Output merupakan hasil langsung dari suatu 

proses yang dilaksanakan menggunakan input. Ukuran output 

menunjukkan hasil implementasi kegiatan yang berbentuk barang 

atau jasa. Dan Outcome merupakan dampak yang dirasakan oleh 

masyarakat akibat dari suatu kegiatan. Pengukuran outcome 

digunakan untuk mengukur kualitas output dan dampak yang 

dihasilkan. Terdapat beberapa indikator value for money dalam 

pengukuran kinerja keuangan sektor publik, yaitu sebagai berikut:  

1. Ekonomis merupakan penggunaan input dengan kuantitas nilai 

uang yang layak dan tidak melakukan pemborosan dalam 

kegiatan. 
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2. Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum 

dengan input yang minim dalam menghasilkan output yang 

bernilai guna. 

3. Efektivitas merupakan perbandingan antara hasil kegiatan 

yang dicapai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, dan 

kegiatan yang dilakukan memberikan pengaruh terhadap 

sasaran.   

c. Langkah-langkah Pengukuran Value For Money 

Menurut Mardiasmo (2016) pengukuran berdasarkan 

konsep value for money ditinjau dari ekonomis, efesiensi, dan 

efektivitas yaitu sebagai berikut : 

1. Pengukuran Nilai Ekonomi 

Nilai ekonomi merupakan perbandingan output dengan 

input yang dinyatakan dalam satuan monemeter. (Mardiasmo, 

2016) dan Mahmudi (2010)  

               
                  

                
      

Pengukuran ekonomis dapat dilakukan dengan output 

berupa realisasi anggaran dan 1nput berupa Rencana 

anggaran untuk kegiatan Dinas Sosial untuk kegiatan Dinas 

Sosial Kabupaten Sinjai Biaya Pengukuran Efisiensi. 

2. Pengukuran Efesiensi 

 Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output 

dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan 

untuk mencapai output tertentu. Efisiensi dapat diukur dengan 

membandingkan rasio antara output dan input. Semakin besar 
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rasio maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. (Mardiasmo, 

2016).. Pengukuran efisiensi menurut Mahmudi (2010) dapat 

dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut : 

                
               

                  
      

Suatu kinerja organisasi dikatakan efisien apabila keluaran 

(output) yang dihasilkan mencapai target yang direncanakan 

atau lebih besar dari pada sumber daya (input) yang telah 

digunakan. (Mardiasmo, 2016). 

3. Pengukuran Nilai Efektivitas 

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu 

organisasi mencapai tujuannya. Apabila organisasi berhasil 

mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah 

berjalan dengan efektif. (Mardiasmo, 2016). 

Menurut Mahmudi (2010) pengukuran efektivitas dapat 

dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut : 

                  
                                      

                 
      

Suatu kegiatan atau program dikatakan ekonomis apabila 

realisasi anggaran lebih kecil dari pada anggaran dengan 

pencapaian output sesuai yang ditargetkan atau 100% 

tercapai. (Mardiasmo, 2016). 
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B. Penelitian Terdahulu 
No. Nama 

Penelitian 
Dan 

Tahun 
Penelitian 

Judul 
Penelitian 

Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

1. Warti 
Ratnasari,Siti 
Munawaroh 
Tahun 2019 

Analisis Kinerja 
Belanja Dalam 
Laporan 
Realisasi 
Anggaran (Lra) 
Pada Dinas 
Sosial 
Kabupaten 
Berau 

Deskriptif 
kuantitatif. 

Alat analisis 
yang digunakan 
yaitu: Analisis 
Varians Belanja 
(Selisih Belanja), 
Analisis 
Pertumbuhan 
Belanja, Analisis 
Keserasian 
Belanja dan 
Analisis Efisiensi 
Belanja. 

Hasil analisis yang 
telah dilakukan 
dapat disimpulkan 
bahwa menolak 
hipotesis yang 
telah diajukan 
sebelumnya, 
karena kinerja 
belanja dalam 
Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) 
pada Dinas Sosial 
Kabupaten Berau 
menurun pada 
Tahun 2017, 
dibuktikan dari: 1). 
Tahun 2017 
jumlah anggaran 
belanja 
(Rp10.830.810.20
0) dan realisasi 
belanja (Rp 
9.770.219.869) 
menurun pada 
Tahun 2016 
dengan anggaran 
belanja 
Rp14.879.889.739 
dan realisasinya 
Rp12.558.626.940
. 2). Varians 
belanja pada 
Tahun 2017 
(9,79%) lebih 
rendah dari Tahun 
2016 (15,60%). 3). 
Rasio 
pertumbuhan 
belanja pada 
Tahun 2017 turun 
sebesar 22,20%. 

2. Tika Alfin 
Nadia 
 
Tahun 2019 
 
 

Analisis Kinerja 
Keuangan 
Dengan 
Menggunakan 
Pendekatan 
Value For 
Money Pada 
Dinas Sosial  

kuantitatif. Teknik 
pengumpulan 
data yang 
digunakan 
adalah 
dokumentasi 
dan wawancara 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
ekonomis, dapat 
dikatakan 
ekonomis karena 
memiliki nilai rata-
rata rasio 
ekonomisdibawah 
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Kabupaten   
Tegal 
 

100% yaitu 
sebesar 99,68%. 
Dari segi efisiensi 
dapat dikatakan 
sangat efisien, 
karena nilai rata-
rata rasio efisien 
lebih dari 100% 
yaitu sebesar 
100,32%. Dan dari 
segi efektivitas 
memiliki nilai rata-
rata rasio sangat 
efektif sebesar 
100%yang 
menunjukkan 
bahwa kinerja 
Dinas Sosial 
Kabupaten Tegal 
pada program 
Pelayanan dan 
Rehabilitasi 
Kesejahteraan 
Sosial dengan 
kegiatan fasilitas 
rehabilitasi Rumah 
Tidak Layak Huni 
(RTLH) telah tepat 
sasaran dan 
mencapai tujuan 
atau target yang 
diinginkan. 
   
 

3. Shofwah, 
Alful,Laila 
Rosyidah 
Noor  
 
Tahun 2019 

Analisis 
Realisasi 
Anggaran Untuk 
Menilai 
Efektivitas Dan 
Efisiensi Kinerja 
Instansi 
Pemerintah 
Pada Dinas 
Sosial Kota 
Surabaya 
 

Kualitatif Dengan cara 
mengumpulkan 
data, 
menghitung 
efektivitas dan 
efisiensi, dan 
menganalisis 
perhitungan 
sehingga bias 
ditarik 
kesimpulan yang 
obyektif 
terhadap 
masalah. 

Hasil penelitian 
untuk tingkat 
efektivitas pada 
tahun 2016-2018 
seluruhnya dalam 
kategori efektif 
karena hasil 
pencapaian tingkat 
efektivitas lebih 
dari 90%, hal ini 
dapat dikatakan 
baik dan 
memenuhi kriteria 
yang telah 
ditetapkan. Hasil 
penelitian untuk 
tingkat efisiensi 
pada tahun 2016-
2018 seluruhnya 
dalam kategori 
kurang efisien, hal 
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ini terjadi karena 
penggunaan 
anggaran belanja 
langsung lebih 
besar dari 
penggunaan 
realisasi total 
anggaran belanja 

4. Meriyatus 
Sofiani, 
Endang Dwi 
Retnani 
 
Tahun 2020 

Analisis 
Penerapan 
Anggaran 
Berbasis Kinerja 
Pada Instansi 
Pemerintah 
Dinas Sosial 
Kota Surabaya 

Kualitatif Teknik 
pengumpulan 
data 
menggunakan 
dokumentasi 
dan wawancara 
semi terstruktur. 

hasil dan 
pembahasan pada 
bab sebelumnya, 
maka penulis 
dapat 
menyimpulkan 
bahwa: Penerapan 
anggaran berbasis 
kinerja telah 
diterapkan oleh 
Dinas Sosial Kota 
Surabaya sejak 
otonomi daerah 
berlaku, dimana 
aturan pertama 
kali diterapkan 
yaitu sejak 
Permendagri 13 
tahun 2006 
dikeluarkan. 
Penerapan 
anggaran berbasis 
kinerja pada Dinas 
Sosial Kota 
Surabaya sudah 
dilakukan dengan 
baik. Itu semua 
terbukti dari data 
Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA), 
Laporan 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 
Pemerintah 
(LAKIP), serta 
hasil wawancara 
yang penulis 
lakukan. Anggaran 
berbasis kinerja 
bisa 
mempermudah 
pemerintah dalam 
mempertanggung 
jawabkan kinerja 
dan kegiatan atau 
program yang 
dilakukan kepada 
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masyarakat. 
Susunan sistem 
pengukuran 
kinerja 
memberikan 
gambaran yang 
lebih mudah untuk 
pencapaian pada 
setiap target-target 
yang telah 
tercantum dalam 
rencana strategis 
(renstra). 

5. Alful Laila 
Rosyidah 
Noor 
Shofwah, 
Nur 
Handayaini 
 
Tahun 2020 

Analisis 
Realisasi 
Anggaran Untuk 
Menilai 
Efektivitas Dan 
Efisiensi Kinerja 
Instansi 
Pemerintah 

Kualitatif Dengan cara 
mengumpulkan 
data, 
menghitung 
efektivitas dan 
efisiensi, dan 
menganalisis 
perhitungan 
sehingga bias 
ditarik 
kesimpulan yang 
obyektif 
terhadap 
masalah. 

Hasil penelitian 
untuk tingkat 
efektivitas pada 
tahun 2016- 2018 
seluruhnya dalam 
kategori efektif 
karena hasil 
pencapaian tingkat 
efektivitas lebih 
dari 90%, hal ini 
dapat dikatakan 
baik dan 
memenuhi kriteria 
yang telah 
ditetapkan. Hasil 
penelitian untuk 
tingkat efisiensi 
pada tahun 2016-
2018 seluruhnya 
dalam kategori 
kurang efisien, hal 
ini terjadi karena 
penggunaan 
anggaran belanja 
langsung lebih 
besar dari 
penggunaan 
realisasi total 
anggaran belanja. 
Kata kunci: 
anggaran dinas 
sosial, efektivitas, 
efisiensi. 

6. Nur Khalifah 
Fitriah 
 
Tahun 2021 

Analisis Kinerja 
Keuangan Pada 
Kegiatan Dinas 
Sosial 
Pemberdayaan 
Masyarakat Dan 
Desa Kabupaten 
Takalar 
Menggunakan 

Kualitatif Teknik 
pengumpulan 
data yang 
digunakan 
berupa 
observasi, 
wawancara, dan 
dokumentasi. 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa kinerja 
keuangan pada 
kegiatan program 
kerja Dinas Sosial, 
Pemberdayaan 
Masyarakat Dan 
Desa Kabupaten 
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Konsep Value 
For Money 

Takalar pada 
tahun 2018-2020 
ditinjau dari tingkat 
ekonomi masuk 
dalam kategori 
sangat ekonomis. 
Ditinjau dari 
tingkat efesiensi 
adalah bervariasi 
yakni Efisien dan 
cukup efisien. 
Ditinjau dari 
tingkat efektivitas 
masuk dalam 
kategori efektif dan 
cukup efektif. 

7. Rosnalinda A 
Alfiyani 
 
Tahun 2021 

Analisis Kinerja 
Keuangan di 
Dinas Sosial, 
Tenaga Kerja, 
dan 
Transmigrasi 
Kota Yogyakarta 

kuantitatif Studi kasus Hasil penelitian ini 
menunjukan 
bahwa kinerja 
Dinas 
Sosial,Tenaga 
Kerja dan 
Transmigrasi Kota 
Yogyakarta 
ditinjau dari 
elemen ekonomis, 
efisiensi, dan 
efektivitas belum 
sepenuhnya 
memenuhi syarat 
value for money 
dimana setiap 
elemen tidak 
mencapai nilai 
rasio (100%) tetapi 
disertai pula 
penghematan 
anggaran disetiap 
tahunnya 
(ekonomis). 

8. Fanisah 
Yuliyanda , 
Abdul Nasser 
Hasibuan , 
Arti Damisa 
 
Tahun 2022 

Analisis Kinerja 
Keuangan 
Menggunakan 
Konsep Value 
For Money pada 
Kegiatan Dinas 
Sosial 
Kabupaten 
Padang Lawas 
Utara 

kuantitatif Teknik 
pengumpulan 
data dengan 
wawancara, 
dokumentasi, 
dan angket. 

Hasil penelitian ini 
menunjukkan 
bahwa 
pengukuran 
kinerja keuangan 
menggunakan 
konsep value for 
money pada 
program 
pemberdayaan 
sosial dan 
penanganan fakir 
miskin tahun 2020-
2021 masuk dalam 
kategori ekonomis, 
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efisiensi, dan 
belum mencapai 
dengan efektivitas 
yang baik. 
Kemudian pada 
program 
perlindungan dan 
jaminan sosial 
tahun 2020-2021 
masuk dalam 
kategori ekonomis, 
dan pada tahun 
2020 tergolong 
efisiensi 
berimbang, 
sedangkan pada 
tahun 2021 
tergolong efisiensi, 
namun pada tahun 
2020-2021 belum 
mencapai 
efektivitas yang 
baik. Kemudian 
untuk program 
rehabilitasi sosial 
untuk tahun 2020-
2021 masuk dalam 
kategori ekonomis, 
dan pada tahun 
2020 berjalan 
dengan efisiensi, 
namun pada tahun 
2021 belum 
mencapai efisiensi 
dengan baik, dan 
tahun 2020 belum 
mencapai 
efektivitas yang 
baik, sedangkan 
pada tahun 2021 
mencapai 
efektivitas 
berimbang.   

9. Maidar, 
Irmawati, 
Maya 
Agustina 
 
Tahun 2022 

Analisis 
Anggaran 
Belanja berbasis 
Konsep Value 
For Money Studi 
Kasus pada 
Dinas Sosial 
Provinsi Aceh 
Sebelum dan 
Selama 
Pandemi Covid-
19 

Kualitatif Metode dalam 
meneliti status 
kelompok 
manusia, suatu 
objek, kondisi, 
sistem pemikiran 
ataupun 
peristiwa pada 
masa sekarang. 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa sebelum 
Pandemi Covid 19, 
tingkat ekonomi, 
efisiensi dan 
efektivitas (Value 
For Money) 
mengalami 
peningkatan dan 
juga penurunan. 
Namun selama 
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Pandemi Covid 19 
(tahun 2020), 
kembali 
mengalami 
penurunan pada 
tingkat ekonomis, 
efisiensi dan juga 
efektivitas dalam 
penyerapan 
anggaran belanja 
pada Dinas Sosial 
Provinsi Aceh. 

10. Isro’ul 
Hasanah , 
Muhammad 
Taufik Hidayat 
 
Tahun 2023 

Pengukuran 
Kinerja Dengan 
Pendekatan 
Value For 
Money Sebagai 
Perwujudan 
Good 
Governance 
(Studi Kasus 
Pada Dinas 
Sosial Surabaya 
Tahun 2017-
2021) 

Kualitatif Teknik 
pengumpulan 
data 
menggunakan 
survei, 
wawancara dan 
dokumentasi. 

Hasil penelitian ini 
yakni Kinerja pada 
Dinas Sosial Kota 
Surabaya telah 
ekonomis, efisien, 
dan efektif. Pada 
pengukuran 
ekonomis 
berlandaskan 
pada anggaran. 
Pengukuran 
efisien berdasar 
pada rasio jumlah 
realisasi output 
yang terhasilkan 
dengan input. 
Pengukuran 
efektivitas bisa 
ditinjau melalui 
perbandingan 
antara target 
aggaran dengan 
realisasi yang 
sesungguhnya. 
Berdasar pada 
penilaian Good 
Governance 
menerapkan 
prinsip 
akuntabilitas dan 
transparansi, 
penilaian 
akuntabilitas yang 
diukur dari LAKIP 
dan SAP 
menunjukan Dinas 
Sosial Kota 
Surabaya sudah 
melaksanakan 
kinerja mereka 
dengan akuntabel. 
Untuk penilaian 
dari transparansi 
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menunjukan sudah 
berhasil untuk 
melaksanakan 
transparansi pada 
masyarakat. 

 

C. Kerangka Pikir 
Suatu organisasi sektor publik memerlukan adanya pengukuran 

kinerja untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu 

strategi. Pengukuran kinerja pada organisasi-organisasi sektor publik 

tidak hanya berdasarkan pada ukuran financial saja tetapi juga pada 

ukuran non- financial karena tujuan utama organisasi ini bukan 

memperoleh laba melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Kinerja organisasi sektor publik yang bersifat 

multidimensional menyebabkan tidak ada indikator tunggal yang dapat 

digunakan dalam pengukuran kinerja. Selain itu, output yang dihasilkan 

oleh organisasi sektor publik umumnya bersifat intangible, sehingga perlu 

adanya ukuran non-finansial yang dapat mencerminkan besarnya output 

yang dihasilkan. 

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada 

organisasi sektor publik. Value For Money adalah konsep pengelolaan 

organisasi sektor publik yang berdasarkan tiga elemen utama yaitu 

ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Untuk mempermudah jalan pemikiran 

terhadap permasalahan yang dibahas, adapun kerangka konseptual 

penelitian ini dapat digambarkan pada model berikut ini : 
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DINAS SOSIAL 

         KABUPATEN             SINJAI 

LAPORAN REALISASI ANGARAN 

Value For Money 

EKONOMI EFISIENSI EFEKTIVITAS 

AKUNTABILITAS 

PUBLIk 

 
2.1 gambar kerangka pikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif Kuantitatif 

secara pengukuran rasio kinerja dengan Economic Value. Penelitian 

Deskriptif (Descriptive Researcs) pada umumnya merupakan penelitian 

non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu 

merumuskan hipotesis. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk 

menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan keadaan tertentu dari 

subjek yang diteliti dan untuk mendapatkan informasi mengenai hasil 

analisis kinerja Lokasi dan Waktu Penelitian. keuangan pada kegiatan di 

Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai dalam  

menggunakan konsep Value For Money. Analisis  data  yang  digunakan  

adalah  secara  deskriptif kuantitatif yaitu dengan mengumpulkan data,    

disusun,diinterprestasikan,    dan    dianalisis    sehingga memberikan 

kesimpulan yang jelas dan objektif terhadap masalah yang ada yaitu 

mengenai kinerja keuangan dengan menggunakan metode value for 

money, dilihat dari segi ekonomis, efisiensi dan efektifitas penggunaan 

anggaran(Sahrini Nasution,2023). 

B. Lokasi  dan waktu Penelitian 
Lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Dinas Sosial yang 

beralamat di Jalan Jendral  Sudirman No.3, Biringere, Kec. Sinjai Utara, 

Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan 92611.Penelitian dilakukan pada 

bulan Februari sampai April 2024 . 
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C. Jenis dan Sumber Data 
1. Data Primer adalah sumber data penelitian yang didapat secara 

langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara. Data primer 

merupakan sumber utama untuk memperoleh jawaban atas 

penelitian yang diajukan dalam penelitian ini berupa data kualitatif. 

Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara da juga berupa 

gambaran umum dari Dinas Sosial pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa Kabupaten Takalar yang bersumberr dari data yang diambil 

langsung dari objek penelitian yaitu hasil dari wawancara dengan 

pihak-pihak yang terkait. 

2. Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah dan data 

yang bersumber dari laporan yang telah dibuat oleh pihak lain. Data 

sekunder yaitu data-data yang berasal dari perusahaan atau 

organisasi yang berupa bukti, laporan historis yang tersusun dalam 

arsip dan hal-hal yange berkenaan materi pembahasan skripsi. Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa data kuantitatif berupa Laporan 

Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten 

Sinjai. 

D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Teknik Wawancara yaitu melakukan percakapan dua arah atas 

inisiatif penelitian untuk memperoleh informasi. Dalam penelitian ini  

wawancara dilakukan kepada bagian sekretaris Dinas Sosial 

Kabupaten Sinjai. 

2. Teknik Dokumentasi yaitu melakukan penghimpunana data-data 

secara tidak langsung yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sinjai. 
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E. Metode Analisis Data 
Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan Ekonomi Value 

yang diukur dengan rasio ekonomi value selama tiga tahun mulai tahun 

2020, 2021, dan 2022. Peneliti mengukur kinerja Dinas Sosial, 

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai dengan menggunakan 

pendekatan value for money, dimana pendekatan value for money adalah 

menilai kinerja ditinjau dari 3 aspek yaitu ekonomi, efisiensi, dan 

efektivitas. 

Tabel 3. 1 Tabel Pengukuran Rasio Value For Money 

No. 
Rasio Economic 

value 
Indikator 

Sehat 
Tahun 

2020 2021 2022 

1 
 

<100% 

 
    

2 
 

>100% 
      

3 
 

>100% 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umun Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sinjai 

1. Sejarah Berdirinya Dinas Sosial Kabupaten Sinjai 

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sinjai berdiri pada tahun 1964 

sebelum Sinjai Daerah Tingkat II, nanti pada tahun 1960 setelah 

terbentuk 4 daerah tingkat II yang merupakan pemecahan dari Kabupaten 

Bantaeng. Empat daerah tingkat II pecahan tersebut adalah: 

a. Kabupaten Bantaeng 

b. Kabupaten Bulukumba 

c. Kabupaten Selayar  

d. Kabupten Sinjai 

Sejak dibentuknya daerah Tingkat II Sinjai maka sejak itu pula 

secara formal ada Kantor Sosial dan Tenaga Kerja, kemudian pada tahun 

1964 berubah nama menjadi Kantor Sosial Kabupaten Sinjai. Pada tahun 

1980 karena adanya keseragaman nama untuk selurih indonesia maka 

Kantor Sosial berubah nama menjadi Kantor Depertemen Sosial 

Kabupaten Sinjai. Pada Tahun 2000 berdasarkan keputusan Bupati, 

Kantor Departemen Sosial Kabupaten Sinjai diintegrasikan kedalam 

pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dengan nama lembaga Dinas Sosial 

Kabupaten Sinjai. 

Seiring Dengan Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 dan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19 Tahun 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai, Tahun 

2012 Kantor Sosial Dan Tenaga Kerja menjadi Dinas Tenaga Kerja Sosial 
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dan Transmigrasi dan Terakhir Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sinjai Nomor 460 Tahun 2016 menjadi Dinas Sosial Kabupaten Sinjai.  

Adapun yang pernah menjadi pejabat atau kepala kantor yaitu:

 a) Andi rasyid baedah dari tahun 1956-1960 

 b) Andi baso pawerangi dari tahun 1960-1964 

 c) Anwar amrullah dari tahun 1964-1965 

 d) Andi anwar menda dari tahun 1965-1984 

e) Arifuddin lebu, bsw dari tahun 1984-1992 

f) H. A. Anwar menda dari tahun 1992-1996 

g) Drs. H. Arsyad mappaseng dari tahun 1996-1999 

h) Drs. H. Akmal, ms dari tahun 1999-2006 

i) Anwar a. Pakki dari tahun 2006-2009 

j) Drs. H. Akmal, MS dari tahun 2009-2012 

k) Drs. A. Halilintar dari tahun 2012-2013 

l) Drs. Ahmad suhaemi dari tahun 2013-2014 

m) Drs. H. Akmal, ms dari tahun 2014-2015 

n) Dr. H. Mukhlis isma,se,.m.si dari tahun 2015-2019 

o) Dr. H. Muhammad irvan m.si 2019-2020 

p) Drs. Andi muhammad idnan m.si 2021-sekarang 

 

Adapun status gedung yang pertama adalah pemberian dari BKDH tingkat 

II sinjai bapak abdul latif dan merupakan kantor departemen yang terletak di 

balobboro jalan veteran dan setelah adanya pembangunan kantor baru, maka 

dinas tenaga kerja sosial dan transmigrasi di pindahkan ke jalan jenderal 

sudirman d kelurahan balangnipa kecamatan sinjai utara. 
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2. Visi Dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Sinjai 

a. Visi dinas sosial kab. Sinjai 

“Terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat serta mobilitas 

penduduk yang mandiri dan sejahtera.” 

b. Misi dinas sosial kab. Sinjai 

1. Mewujudkan pengembangan kesejahteraan, perlindungan 

dan jaminan sosial. 

2. Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi social 

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik ( good 

governance) 

3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sosial 

Organisasi merupakan wadah kerjasama dalam mencapai tujuan 

yang berhubungan dengan penentuan tugas dan tanggung jawab, 

pengelompokan suatu penentuan hubungan kerja antara bagian yang 

satu dengan bagian yang lain. Agar organisasi Dinas Sosial Kabupaten 

Tegal dapat berjalan dengan baik, perlu adanya penyusunan struktur 

organisasi untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab masing-masing 

pihak. 
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Gambar 4.1 struktur organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Sinjai 

 

B. Hasil Penelitian 

 

Analisis kinerja keuangan melalui pendekatan value for money 

yaitu menilai kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sinjai dengan 

memperhatikan tiga nilai yakni nilai ekonomi, nilai efisien dan nilai 

efektivitas periode 2020-2022. Langkah-langkah pengukuran value for 

money adalah sebagai berikut . 

1. Nilai Ekonomis 

Nilai ekonomis kinerja keuangan pada kegiatan Dinas Sosial 

Kabupaten Sinjai,  sebagai berikut : 

a. Tahun 2020 

Nilai Ekonomis 
 .   .   .  4,00

 .   . 0 .00 , 0
x 00  = 97,35% 
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b. Tahun 2021 

                   Nilai Ekonomis 
 . 0 .   .   

 .   .   .  0
x 00 = 99,40% 

 

c. Tahun 2022 

Nilai Ekonomis 
 .   .   .   

 .  0. 0 .  0
x 00  = 91,28% 

 

2. Nilai Efisiensi   

Nilai efisiensi kinerja keuangan pada kegiatan Dinas Sosial 

Kabupaten Sinjai,  sebagai berikut : 

a. Tahun 2020 
 

Nilai Efisiensi 
 .40 .   .   

 .   . 0 .00 , 0
x 00  = 44,10% 

 

b. Tahun 2021 

Nilai Efesiensi 
 . 0 .   .   

 .   .   .  0
x 00   = 99,40% 

 

c. Tahun 2022  

Nilai Efisiensi 
 .   . 0 .   

 .  0. 0 .  0
x 00   = 90,32% 

3. Nilai Efektivitas 

Nilai efisiensi kinerja keuangan pada kegiatan Dinas Sosial 

Kabupaten Sinjai,  sebagai berikut : 

a. Tahun 2020 

Nilai Efektivitas 
 .   .   .  4

 .   . 0 .00 , 0
x 00   = 97,35% 

b. Tahun 2021 

Nilai Efektivitas 
 . 0 .   .   

 .   .   .  0
x 00 =99,40%
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c. Tahun 2022 
 

Nilai Efektivitas 
 .   .   .   

 .  0. 0 .  0
  00  = 91,28% 

 
 

C. Pembahasan 

Penelitian ini bertujan untuk mengetahui hasil analisis kinerja 

keuangan tahun 2020-2022 menggunakan konsep Value For Money 

ini terbagai menjadi tiga elemen utama, yaitu : ekonomi, efisiensi 

dan efektivitas. Berdasarkan hasil analisis data, maka pembahsan dari 

penelitian adalah sebagai berikut : 

Terjadinya peningkatan lalu menurun pada nilai efektivitas dinas 

sosial kabupaten sinjai tahun 2020-2022 terjadi beberapa faktor yaitu, 

kualitas layanan : jika layanan-layanan tersebut dianggap berkualitas 

dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan baik, maka nilai 

efektivitasnya cenderung tinggi begitupun sebaliknya jika layanannnya 

tidak berkualitas maka akan mengalami penurunan. 

Terjadinya peningkatan dan penurunan pada grafik nilai 

efesiensi disebabkan oleh faktor yaitu , teknologi dan automatisasi : 

penerapan teknologi dan sistem automatisasi dapat meningkatkan 

efisisensi kantor dinas sosisal dengan mengurangi waktu dan upaya 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif atau 

rutin dan penggunaan perangkat lunak manajemen atau sistem basisi 

data yang efisien dapat membantu dalam pengelolaan data dan 

informasi dengan lebih efektif dan ketika mengalami penurunan pada 

grafik ini karena disebabkan penerapan teknologi yang tidak digunakan 

dengan baik. Dan yang terakhir terjadinya peningkatan dan penurunan 

grafik pada nilai ekonomis  disebabkan karena perubahan kondisi 
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ekonomi makro.Kondisi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, 

tingkat pengangguran, dan inflasi dapat mempengaruhi anggaran yang 

tersedia untuk kantor dinas sosial. Naik turunnya kondisi ekonomi 

dapat berdampak langsung pada sumber daya finansial yang 

dialokasikan untuk layanan sosial.   

 

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2024 

Temuan penelitian ini ialah pada tahun 2021 nilai ekonomis 

meningkat  dari 97,35 persen menjadi 99,4 persen karena rencana 

anggaran lebih tinggi dibanding anggaran pelaksana, Nilai efisiensi 

melonjak sangat tajam salah satu akibat biaya operasional yang 

menurun terhadap meningkatnya jumlah kegiatan yang terlaksana, 

Efektivitas melonjak karena realisasi anggaran lebih tinggi dibanding 

anggaran pelaksanaan. 

Temuan penelitian ini ialah pada tahun 2022 nilai ekonomis 

mengalami penurunan dari 99,4 persen menjadi 91,28 persen karena 

anggaran pelaksana lebih rendah dibanding rencana anggaran, Nilai 

97,35% 99,40% 91,28% 

44,10% 

99,40% 
90,32% 

97,35% 

99,40% 
91,28% 

2020 2021 2022

Perbandingan Nilai 2020-2022 

Nilai Ekonomois Nilai Efisiensi Nilai Efektivitas
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efisiensi menurun karena realisasi dari anggaran mengalami penurunan 

terhadap meningkatnya biaya operasional yang digunakan, Nilai 

efektivitas menurun karena disebabkan realisasi anggaran menurun 

atau tidak mencapai rencana anggaran yang  direncanakan 

sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada BAB 

sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kinerja pada proxy nilai ekonomis Dinas Sosial Kabupaten 

Sinjai pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan pada akhir 

periode pengamatan yaitu mulai 97,35 persen pada tahun 2020 

, 99,40 persen pada tahun 2021, dan 91,28 persen pada tahun 

2022, hal ini disebabkan oleh karena realisasi anggaran 

pelaksana lebih rendah dibanding rencana anggaran. 

2. Kinerja proxy nilai efisiensi Dinas Sosial Kabupaten Sinjai pada 

tahun 2020-2022 mengalami penurunan pada akhir periode 

pengamatan yaitu mulai 44,10 persen pada tahun 2020, 99,40 

persen pada tahun 2021, dan 90,32 persen pada tahun 2022, 

hal ini disebabkan oleh karena realisasi dari anggaran 

mengalami penurunan terhadap meningkatnya biaya 

operasional yang digunakan. 

3. Kinerja proxy nilai efektivitas Dinas Sosial Kabupaten Sinjai 

pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan pada akhir 

periode pengamatan yaitu mulai 97,35 persen pada tahun 2020, 

99,40 persen pada tahun 2021, dan 91,28 persen pada tahun 

2022, hal ini disebabkan oleh karena disebabkan realisasi 

anggaran menurun atau tidak mencapai rencana anggaran 

yang di rencanakan sebelumnya. 



37  

 
 

B. Saran 
 
 Berdasarkan simpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, 

penulis mengajukan saran sebagai berikut : 

1. Penelitian ini memberikan manfaat Teoritis dalam peningkatan 

Kinerja sektor publik bahwa untuk meningkatkan kinerja 

layanan publik maka dapat dilakukan dengan penguatan nilai 

ekonomis,nilai efisiensi,dan nilai efektivitas. 

2. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah 

dalam meningkatkan Kinerja layanan publik maka dapat 

dilakukan dengan penguatan nilai ekonomis,nilai efisiensi,dan 

nilai efektivitas. 

3. Penelitian ini memberikan kontribusi metodologis bagi peneliti 

yang akan mengkaji kinerja keuangan sektor publik Mampu 

meningkatkan dalam memenuhi target penyelesaian kinerja 

keuangan dengan penguatan nilai ekonomis, nilai efisiensi dan 

nilai efektivitas sehingga kepuasan masyarakat dapat tercapai. 
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Lampiran 1 : Hasil olah data 
 

 
 

Lampiran  2 :  Laporan Keuangan Kantor Dinas Sosial 

  

 

No. Uraian 
Per 31 Desember 2021 

(%) 
2020 

Anggaran Realisasi Realisasi 

a. Belanja Operasi 2.919.796.110,00 2.902.556.353,00 99,41 3.113.331.624,00 

b. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jumlah Belanja 2.919.796.110,00 2.902.556.353,00 99,41 3.113.331.624.00 

 

 

 

 

97,35% 99,40% 91,28% 

44,10% 

99,40% 
90,32% 

97,35% 

99,40% 
91,28% 

2020 2021 2022

Perbandingan Nilai 2020-2022 

Nilai Ekonomois Nilai Efisiensi Nilai Efektivitas

No. Uraian 
Per 31 Desember 2020 

(%) 
2019 

Anggaran Realisasi Realisasi 

a. Belanja Operasi 3.197.801.008,50 3.113.331.624,00 97,36 3.761.593.435,00 

b. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 598.825.500,00 

Jumlah Belanja 3.197.801.008,50 3.113.331.624,00 97,36 4.350.244.335.00 
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No. Uraian 
Per 31 Desember 2022 

(%) 
2021 

Anggaran Realisasi Realisasi 

a. Belanja Operasi 3.130.103.970,00 2.857.116.796,00 91,28 2.902.556.353,00 

b. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jumlah Belanja 3.130.103.970,00 2.857.116.796,00 91,28 2.902.556.353,00 

 

 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

 TAHUN 2020 

No. 

 

Nama Kegiatan 

1. Urusan/Program Pelayanan Perkantoran 

Program/kegiatan bidang sekretariat yang dilaksanakan  oleh bagian 

Kesekertariatan pada Tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp689.286.690,50 dan terealisasi sebesar Rp679.931.724,00 atau 

98,64% dari anggaran yang direncanakan. 

 

2. Urusan/Program Pelaporan Kinerja 

Program/kegiatan bidang sekretariat yang dilaksanakan oleh bidang 

Sekretariat pada Tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp82.136.500,00 dan terealisasi sebesar Rp82.023.000,00 atau 

99,86% dari anggaran yang direncanakan. 

 

3. Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, 

Lanjut Usia dan Tuna Sosial di Luar Panti 

Program/kegiatan bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, 

Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Tuna Sosial di Luar Panti yang 
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dilaksanakan oleh bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan, dan 

Pengelolaan Rumah Singgah Perlindungan Sosial pada Tahun 2020 

dialokasikan anggaran sebesar Rp135.391.600,00 dan terealisasi 

sebesar Rp130.120.132,00 atau  96,11% dari anggaran yang 

direncanakan.  

 

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan 

Pasca Bencana 

Program/kegiatan bidang Perlindungan Sosial yang dilaksanakan oleh 

bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Pengelolaan Informasi dan 

Basis Data Terpadu pada Tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp171.889.300,00 dan terealisasi sebesar Rp171.889.000,00 atau 

100% dari anggaran yang direncanakan. 

 

5. Program Bantuan Sosial berbasis Keluarga Miskin 

Program/kegiatan bidang Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh 

bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Pengelolaan Informasi dan 

Basis Data Terpadu pada Tahun 2020 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp84.259.600,00 dan terealisasi sebesar Rp82.998.900,00 atau  

98,50% dari anggaran yang direncanakan.  

 

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin 

Program/kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Sosial yang 

dilaksanakan oleh bidang Rehabilitasi, Pemberdayaan dan 

Pengelolaan Rumah Singgah Perlindungan Sosial pada Tahun 2020 

dialokasikan anggaran sebesar Rp264.152.116,00 dan terealisasi 

sebesar Rp262.670.816,00 atau 99,44% dari anggaran yang 

direncanakan.  
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IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

 TAHUN 2021 

No. Nama Kegiatan 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Program/kegiatan bidang sekretariat yang dilaksanakan  oleh bagian 

Kesekertariatan pada Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp2.314.958.510,00 dan terealisasi sebesar Rp2.299.438.253,00 atau 

99,33% dari anggaran yang direncanakan.  

2. Program Pemberdayaan Sosial 

Program/kegiatan bidang sosial yang dilaksanakan oleh bidang 

Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Pengelolaan Rumah Singgah 

Perlindungan Sosial pada Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp115.914.000,00 dan terealisasi sebesar Rp115.895.000,00 atau 

99,98% dari anggaran yang direncanakan. 

 

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 

Program/kegiatan bidang sosial yang dilaksanakan oleh bidang 

Rehabilitasi, Pemberdayaan, dan Pengelolaan Rumah Singgah 

Perlindungan Sosial pada Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp25.152.700,00 dan terealisasi sebesar Rp24.983.700,00 atau  

99,33% dari anggaran yang direncanakan.  

 

4. Program Rehabilitasi Sosial 

Program/kegiatan bidang Sosial yang dilaksanakan oleh bidang 

Rehabilitasi, Pemberdayaan dan Pengelolaan Rumah Singgah 

Perlindungan Sosial pada Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp153.718.200,00 dan terealisasi sebesar Rp152.966.200,00 atau 

99,51% dari anggaran yang direncanakan. 
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5. Program Bantuan Sosial berbasis Keluarga Miskin 

Program/kegiatan bidang Sosial yang dilaksanakan oleh bidang 

Perlindungan, Jaminan Sosial dan Pengelolaan Informasi dan Basis 

Data Terpadu pada Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp171.376.500,00 dan terealisasi sebesar Rp170.634.200,00 atau  

99,57% dari anggaran yang direncanakan dengan Kegiatan 

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  

 

6. Program Penanganan Bencana 

Program/kegiatan bidang Sosial yang dilaksanakan oleh bidang 

Perlindungan, Jaminan Sosial dan Pengelolaan Informasi Basis Data 

Terpadu pada  Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp117.876.200,00 dan terealisasi sebesar Rp117.839.000,00 atau 

99,97% dari anggaran yang direncanakan. 

 

7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 

Program/kegiatan bidang sosial yang dilaksanakan oleh bidang 

Perlindungan, Jaminan Sosial dan Pengelolaan Informasi Basis Data 

Terpadu pada Tahun 2021 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp20.800.000,00 terealisasi 100%. 
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IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN  

TAHUN 2022 

No. Nama Kegiatan 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

Program/kegiatan bidang sekretariat yang dilaksanakan  oleh bagian 

Kesekertariatan pada Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp2.361.910.970,00 dan terealisasi sebesar Rp2.235.860.996,00 atau 

94,66% dari anggaran yang direncanakan. 

 

 

2. Program Pemberdayaan Sosial 

Program/kegiatan bidang sosial yang dilaksanakan oleh bidang 

Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial pada Tahun 2022 dialokasikan 

anggaran sebesar Rp60.764.000,00 dan terealisasi 100%.  

 

3. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan 

Program/kegiatan bidang sosial yang dilaksanakan oleh bidang 

Rehabilitasi dan Pemberdayaan pada Tahun 2022 dialokasikan 

anggaran sebesar Rp18.762.700,00 dan terealisasi 100%. 

 

4. Program Rehabilitasi Sosial 

Program/kegiatan bidang Sosial yang dilaksanakan oleh bidang 

Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial pada Tahun 2022 dialokasikan 

anggaran sebesar Rp108.907.600,00 dan terealisasi sebesar 

Rp108.108.000,00 atau 99,27% dari anggaran yang direncanakan.  

 

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 

Program/kegiatan bidang Sosial yang dilaksanakan oleh bidang 
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Perlindungan, Jaminan Sosial dan Pengelolaan Informasi dan Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Tahun 2022 dialokasikan 

anggaran sebesar Rp450.096.700,00 dan terealisasi sebesar 

Rp304.396.700,00 atau  67,63% dari anggaran yang direncanakan 

 

6. Program Penanganan Bencana 

Program/kegiatan bidang Sosial yang dilaksanakan oleh bidang 

Perlindungan, Jaminan Sosial dan Pengelolaan Informasi dan Data 

Terpadu Kesejahteraan Sosial pada Tahun 2022 dialokasikan 

anggaran sebesar Rp81.832.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp81.394.400,00 atau 99,16% dari anggaran yang direncanakan.  

 

7. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 

Program/kegiatan bidang sosial yang dilaksanakan oleh bidang 

Perlindungan, Jaminan Sosial dan Pengelolaan Informasi Basis Data 

Terpadu pada Tahun 2022 dialokasikan anggaran sebesar 

Rp17.920.000,00 terealisasi 100%. Kegiatan Pemeliharaan Taman 

Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 
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Lampiran 3 : Lembar  Validasi Data  
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Lampiran 4 : Surat Balasan Penelitian 
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Lampiran 5 : Dokumentasi Pengambilan Data 
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Lampiran 5 : Surat Keterangan Bebas Plagiat 
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